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Mcnimbang Q. 
bahwa dalam mngka menuj u I.Illa kclola pemerint.ahan 
yang bebes korupsi, odil don transparan di~rlukan 
suatu kondisi yang bebas da.ri benturan kcpenungan; 

Mengingal 

b. bahwa berdasorkan pcrtimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan 
Bupali tenlllng Pcnanganan Bcnturan Kepcntingan di 
Lingkungan Pcmcrintah Kabupaten Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pcmbcntukan Provinsi Bcngkulu (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undong-Undong Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pcmbentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Prov!nsi Bcngkulu (Lcmbaran N~ 
Rcpublik Indonesia Tnhun 2003 Nomor 154, Tnmbahan 
Lem baron Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undong Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 
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I 5. UndnnR- Undnng Nomor 12 Tnhun 2011 tentang 
Pcmben11.1k11n Prrn1urnn Perundang-undangan 
(l.<'mb1m111 Nrw1rn l~rp11hlik lnduncsio Tohun 2004 
Nomor R2, Tnmhahnn Lcmbnrnn Ncgnro Republik 
lnrloncsin Nomnr :i2.1•1J; 1«·hng11I mono 11:loh d iubah 
cknRnn UnclnnR•lJ11dnn1,t Nnmor 15 Tnhun 2019 lcnw.ng 
Perubnhnn Alns Undong-Undnng Nomor 12 Tohun 2011 
tenlnng Pcmbcntukan Pcrnturnn Perundnng-undang13n 
(Lcmbaran Ncgnrn Republik Indonesia Tahun 20 I 9 
Nomor 183 , Tombohon Lcmbaron Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6 . 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

Undnng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembnran Ncgnra Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmba.ran Negara 
Republik indoncsia Tahun 2014 Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kaJi tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Koc!e Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republlk Jndone·sia Tahun 2004 
Nomor 141, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4449); 

Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antam Pemerintah 
Oaerah, Pcmerintahan Dae rah Provinsi dan 
Pemerinlahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

P~raturan Pemerin~ah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
S1s1em Pengendahan Intern Pemerintah (Lemba.ra.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
4890); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarnn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N·omor 4578); 



I 

Menetapkan 

12. Peraturan Presidcn Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Stratcgi Nasional Penccgahan den Pembcrantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tnhun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014 (L<:mbaran Negara 
Republik Indonesia Tnhun 20 I 2 Nomor 1221; 

13. Pcrntumn Mcnteri Ncgnrn Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformnsi Birokrnsi Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Penanganon Benturan 
Kepcnlingan: 

14. Pera1uran Menteri Pendoyagunaan Refonnasi Birokrasi 
dan Aparalur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedomnn Pembangunan Zona lnteg:it.as Menuju 
Wilnyah Bebas dnri Korupsi dan Wilayah Birokras! 
Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstans1 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1813); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Dacrah 
Tahun 2021 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENANGANAN 
BENTURAN KEPENTINGAN DI LJNGKUNGAN PEMERJNTAH 
KABUPATEN LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 

1. Dacrah adalah Kabupaten Lebong.; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupatcn Lebong 

3. Bupati adalah Bupati Lebong 



I 4 - Pcrangkat Dacrah adalah unsur pcmbantu Bupnti dn.n Dewan Pcrwakilan 

Ra~at. Daerah dalam penyclcnggaraan urusnn pemcrintahan yang 

menJndi kcwcnanRn.n Pcmcrintah Oncrah 

5. lnspektorat Oacrah Kabupatcn Lcbong yang selanjutnya disingkat 

lnspektorat adalah Aparat pengawnsan Intern Pemcrintnh (APIP) yang 

bertn.nggungjnwab langsung Kcpada Bupati; 

6. Bcnturan kepentingan adalah !!ituasi/kondisi/ kcadaan yang terjadi pada 

sctinp penyclen~ara Pcmerintnh Daernh di l(abupaten Lcbong yang 

memiliki dan/atnu patut diduga mcmiliki kepcntingan pribodi dan/atn~ 

golongan terhndap penggunaan wcwenang scltinggu dapal mempengu.ruhi 

sctiap kcputusan dan/ ntau tindakannya; 

7. Penyelcnggara Pemerintah Dacrnh adalah Bupati, Wakil Bupati, Perongkat 

Daerah; 

8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya discbut 

Pcjabat/Pegawai adalah Apararur Sipil Negara. Calon Apa.ratur Negara dan 

pegawaj yang bekerjn untuk dan atas nama Pemerintah Kabupatcn Lcbong; 

9. Gratiftkasi ndalah kcgiatan memberi atau mencri.mn hadinh dalam bentuk 

uang, bamng, rabat (diskon), komisi, pinjarnan tanpa bunga, tikct 

pcrjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma

cuma, ruburan, cindcramata sertn fa si litas lainnya mclalui sarana 

elc:ktronik maupun non elcktronik; 

10. Hubungan afilio.si pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki 

oleh pcnyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertcntu baik ka rena 

hubungan dnmh, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tcrtentu. 

BAB ll 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pemturan Bupati ini dimaksudkan untuk mcmbcrikan pemaharnan 

penccgahan dan pcnanganao benturan kcpentingan di Pemcrintah Dacrah. ' 

Pasal 3 

Tujuan dit~tapkannya Peraturon Bupati ini adalah : 

a. scbagai kerangka acuan bagi Perangkat Dacrah untuk me . • 

mcncegah dan mengatasi benturan kcpentingan· maharru, 

b. menciptakan budaya pelayanan pubtik yan m~ · 

mcngatasi situasi benturan kepcntingan sc~ara :aham,, mcncegah ~an 

tanpa mengurangi kincrja pejabat yang l,c,rsan k ~sparan dan elis1cn 

C ah . din g Utan, 

. menccg tel)a ya pcngabaian pelayanan bl'k d k . 

d. mencgakkan integritas; dan pu I an · erugian negara; 



I c. mcnciptakan pcmerintahan yang bersih don bcrwibawa. 

BAB 111 
RUANO LINOKUP 

Paso) 4 
Ruong lingkup Pcraturan Bupnti ini mclipull sumbcr, jenis, prinsip dan tatn 

cara pcnangannn bcnturnn kepcntingnn. 

0/\BIV 
SUMBER BENTURAN KEPENTJNGAN 

PasalS 

Sumber penyebab bcnturan kepentingan antnra lain : 
a. pcnyalahgunaan wcwcming yaitu penyclenggarn dacrah membuat 

keputusan atau tindakan yang tidak scsuai dengan tujuan atau 
melampaui batns-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan; 

b. perangkapan jabnlan yaitu seornng penyelenggara daerah menduduki 
dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan 
jabatannya secara proresional, independen dan akuntabel; 

c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan; 
d. gratifikasi; 
e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi 

pencapaian tujuan pelaksanaan kewcnangan pcnyelenggara daerah yang 
disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau 
mengutamakan kepentingan pribadi/kclompok dalam pelaksanaan 
pekerjaan. 

BABV 
JENIS BENTURAN KEPENTJNGAN 

Pasal 6 

J~nis benturan kepentingan yang tcrjadi pada Pemcrintah Daerah antara 
Jam: 

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan 
dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi; 

b. pemberian izin yang diskriminatif; 
c. pcngangkatan ~gawai berdasarkan hubungan dekat/balas 

Jasa/rekomendas1/pcngaruh dari pejabat pemcrintah· 
d. tidak professional; ' 
e. melakukan komcrsialisasi pelayanan publik; 

f. pen~d' aban_ assdet ~a~ informasi rahasia untuk kepentingan pribadi· 
g. menJa I ag1an an p1hak yang diawasi; ' 
h. melakukan pengawasan tidak sesuai norrna standar d d · di b ah • an prose ur· 
1. menJa aw an pihak yang dinilai; • 
J. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak 1~• . Q.l.n, 



melnkuknn pcnllninn ntns pcni:iaruh pihak lain; d 
k. 'd k I 10rmn standar dan prose ur; 
\. mclnkuknn pcnilninn t1 n Rcsua I Tk'i kcpcntingan atas sesuatu yang 
m. mcnjndi bnginn dari pihak yang mcm1 ' 

dinilni; dnn J Pcmeriksaan dilakukan olch Aparalur Sipil Negara yang 
n. Pcngnwnsan c,nn · · I ·1 k Jain 

mcrugikan pihnk terknil korenn pcngnru 1 P' 18 
• 

BAB VI GAN 
PRINSIP DASAR PENANOANAN BENTURAN KEPENTIN 

Pasal7 

dilakukan melalui perbaikan nilal, (l) Pcnnngnnan bcnturan kcpentingan 
sistcm, pribncli dim budaya. . 

(2) P.-nnngnnon benlurnn kepcnLingan scbagmmana climaksud pada ayat 
(I) berprinsip untuk : 
a. mcngurnmakan kcpcntingan publik; 
b. menciptnkan keterbukaan penanganan dan pcngawasan benturan 

kepentingnn; 
c. mendorong tnnggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan 
d. mcnciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak 

tc:rjadinya bcnturan kepentingan. 

BAB VII 
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Pasal 8 

(l) Sctiap pc:gawai yang mengalami suatu kc:jadian/keadaan benturan 
kepentingan harus mclaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada 
atasan langsung. 

(2) Apabila atasan langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (l) juga 
terlibat dalam terjadinya benturan kepenlingan, maka aparatur 
mc:laporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah. 

(31 Setfap pegawai yang mengetahui adanya bcnturan kepentingan pada 
Perangkat Daerah harus melaporknn kejadian/keadaan ternebut kepada 
pimpinan Perangkat Daerah. 

(41 Apabila pimpinan Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat 
12) don nyat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kcpcntingan 
tersebut, maka pegawai melaporkan kepada lnspckloral 

(SJ Masyarakat yang mcngelahui/ mengalami terjadinya benturan 
kepentingan dapat mclaporknn atau memberikan kctcrangan adanya 
dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat 
yang ada di Pcmcrintah Kabupaten Lebong. 
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Pn!'ln\ 9 

(1) Lnporn~, ntnu . k.-1crnn1t1111 kcjmlinn/kc11d11nn bcnlurnn kcpcntingan 
l\Cbill(lllt11nm1 d1m11k1<111I dnlnm 1'111ml ll nynl ( I) dnn nynt (31 disompaikan 
1kn1tnn mrlnmpil'knn lm kti -hukti 1crk11 il. 

(21 At1:il<nn lnnl(!IIIIII(/ pimpinnn Pcrnn11knt Oncrnh ynnR mcncrimn lnporan 
kcJ11d111n / kcmlnnn b1•11lurnn kcpcnlillRllll si:bngnimnnn dlmnk"ud aynt 
l l I hnru!' lnnl(!'Ulll( mcmcriklln kcbcnnrnn lnpornn pallnJ( lmnba t 3 (tignl 
hnri krrjll srjnk lnpornn d1111nnn 1crjndlnyn proktck bcnturan 
kqx-nting1H1 di1rrimn. 

(31 llnsil prmrrik!<nnn yong dilnkuk11n olch ntaMn langsung/pimpinnn 
Pt-rnngknl Dncmh scboitnimann dimaksud pado nyot (21 dltuangl<an 
dnlnm bcrila nc-nrn pcmcriksnon don dikirim kcpnda Bupati dcng;in 
tcmbu~ n lnspcktorol. 

141 Ap,1biln hnsil pcmcriksnan scbngoimon:1 dimoksud pada ayat (3) 
mt'nycbutknn \nporon tidnk benor, mnko kcputusan dan/atau tindakan 
pcnyckn!!SAm rlnemh ynng dilaporkan letap bcrlaku. 

(51 ApabilR hnsil pcmcrikw.an scbogaimana dimaksud pada ayat (3) 
mcnycbutknn lnporan bcnnr, dalam jangkn waktu 2 (dual hari scjak 
pcngumuman hasil pcmcriksaan kcbcnnran, keputusan dan/ atau 
tindr1kAn ynng mcngandung bcnturnn kcpcntingan di:tinjau kcmbali . 

(6) lnspcktoral yang mencrimn \aporan adanya kcjadian/kcadaan bcnturan 
kcpcnlingan scbagaimann dimnksud dolam Pnsal 8 ayat (41 dan ayat (51 
harus menindaklanjuti scsuai dcngnn mckanismc yang bcrlaku untuk 
pcnnngannn pcngaduan. 

BAB VJJI 
JDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN 

Pasal 10 

Setiap Perangkat Daerah mcngidentifikasi bcnturan kepcntingan scsuai dengan 
rugas, fungsi dan kewenangannya. 

Ill l~entifikasi benturan kcpentingan scbagaimana dim.aksud pada ayat (11 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

BAB IX 
MEKANISME PENGENAAN SANKSI 

Pasal 11 
Pcnanganan Pela.nggnron tcrhadap benturan kepentingnn diluksnnakan scsuai 

dengan pcraturan perundang-undangan. 

BABX 
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINOAN 

Pasal 12 
_Se~p pin:1pinan Pcrangkat Dacrah mclaksanakan monitoring d I . 
idcntifikas1 dan penanganan benturan kepcntingan sccara berka~. eva uas1 



PENGENDALIAN DAN P BAB XI 
ENOAWI\St\N BENTURAN KEPENTINGAN 

I) Pengcndal' . . Pasal. 13 
Dacral ' tan d?n 1>cnanga11nn lien lumn kcpcnllngrm di setiap Pernngka t 

1 mcnJad1 tanggu · , b bersanRkUlan. • llgJa\\ a seluruh pcgawal Pcrangkal Oaerah yang 

2) Pcngawasan da dilakuk ' n pcnanganan bcnturon kcpcntingan di Pcmerintoh Daeroh 
' an oleh lnspektorat. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal I 4 
Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada ianggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintuhkan pcngundimgan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam !13crita Daeruh Kabupaten Lcbong. 

Dilctapk:lll di Tubei 
pada tonggal 3 Maret 202 1 

?- B PATI LEBONG,f 
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SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2020 NOMOR 
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